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I. LIABILITAS DANA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN
1. Liabilitas DJS Kesehatan merupakan seluruh kewajiban pembayaran manfaat kepada peserta dan/atau kepada pihak lain yang terkait dengan program jaminan kesehatan. 
2. Liabilitas DJS Kesehatan terdiri atas:
a. akumulasi iuran yang belum dapat diidentifikasi pesertanya;
b. cadangan teknis;
c. cadangan kewajiban pelindungan jaminan sosial kesehatan; dan
d. liabilitas lainnya sesuai dengan standar akuntasi keuangan yang berlaku dan terkait dengan aktivitas program jaminan kesehatan. 
3. Penilaian liabilitas DJS Kesehatan berupa akumulasi iuran yang belum dapat diidentifikasi pesertanya sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a dilakukan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku. 
4. Cadangan teknis sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b, terdiri atas:
a. liabilitas atas klaim yang sudah terjadi sebagaimana dimaksud dalam Bagian A dan Bagian H Format II.C Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan ini. 
b. liabilitas atas sisa masa pertanggungan sebagaimana dimaksud dalam Bagian A dan Bagian H Format II.C Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan ini. 
5. Liabilitas atas klaim yang sudah terjadi sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a, terdiri atas:
a. utang klaim, dihitung berdasarkan klaim yang telah dilaporkan dan disetujui namun belum dibayar;
b. cadangan klaim dalam proses penyelesaian, dihitung berdasarkan klaim yang telah dilaporkan namun masih dalam proses verifikasi; 
c. cadangan klaim yang sudah terjadi namun belum dilaporkan, dihitung berdasarkan standar praktik aktuaria yang berlaku; dan 
d. penyesuaian risiko non keuangan, dihitung berdasarkan standar praktik aktuaria yang berlaku.
6. Liabilitas atas sisa masa pertanggungan sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf b dihitung berdasarkan standar praktik aktuaria yang berlaku dengan batasan kontrak atau masa pertanggungan 1 (satu) bulan.
7. Dalam hal perhitungan liabilitas atas sisa masa pertanggungan sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf b menghasilkan nilai yang lebih kecil dari nilai kini klaim yang diperkirakan terjadi di masa depan, BPJS Kesehatan menambahkan cadangan kerugian (loss component) untuk sisa masa pertanggungan di dalam perhitungan cadangan teknis.
8. Perhitungan liabilitas atas sisa masa pertanggungan sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf b dilakukan dengan mempertimbangkan:
a. kewajiban estimasi terbaik yang memperhitungkan nilai kini estimasi klaim dan iuran atas sisa masa pertanggungan pada tanggal laporan keuangan;
b. tingkat agregasi kontrak atau pertanggungan dalam 1 (satu) grup; 
c. kombinasi kontrak atau pertanggungan;
d. marjin jasa kontraktual;
e. pemenuhan arus kas; dan
f. tingkat imbal hasil surat berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia dengan tenor yang paling mendekati sisa masa pertanggungan.
9. Cadangan kewajiban pelindungan jaminan sosial kesehatan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf c dihitung berdasarkan estimasi beban layanan kesehatan atas jaminan yang diberikan kepada peserta berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam kondisi peserta belum atau tanpa membayar iuran.
II. LIABILITAS DANA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
1. Liabilitas DJS Ketenagakerjaan, terdiri atas:
a. Liabilitas jaminan kecelakaan kerja;
b. Liabilitas jaminan kematian;
c. Liabilitas jaminan kehilangan pekerjaan;
d. Liabilitas jaminan hari tua; dan 
e. Liabilitas jaminan pensiun.
2. Liabilitas jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan kehilangan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, huruf b, dan huruf c, terdiri atas:
a. cadangan teknis;
b. utang investasi; 
c. cadangan kewajiban pelindungan jaminan sosial; dan 
d. utang lainnya.
3. Liabilitas jaminan hari tua dan jaminan pensiun sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d dan huruf e, terdiri atas:
a. utang jaminan;
b. utang investasi; dan
c. utang lainnya.
4. Liabilitas DJS Ketenagakerjaan dinilai sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku.
5. Cadangan teknis sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a, terdiri atas:
a. Liabilitas atas klaim yang sudah terjadi sebagaimana dimaksud dalam:
1) Bagian A dan Bagian H Format II.D;
2) Bagian A dan Bagian H Format II.E; dan
3) Bagian A dan Bagian H Format II.G,
Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan ini; dan 
b. Liabilitas atas sisa masa pertanggungan sebagaimana dimaksud dalam:
1) Bagian A dan Bagian H Format II.D;
2) Bagian A dan Bagian H Format II.E; dan
3) Bagian A dan Bagian H Format II.G,
Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan ini; dan 
6. Liabilitas atas klaim yang sudah terjadi sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf a, merupakan:
a. utang klaim, dihitung berdasarkan klaim yang telah dilaporkan dan disetujui namun belum dibayar;
b. estimasi nilai sekarang arus kas masa depan atas klaim yang sudah terjadi; dan
c. penyesuaian risiko non keuangan, dihitung dengan tingkat keyakinan minimal 75% (tujuh puluh lima persen).
7. Arus kas masa depan atas klaim yang sudah terjadi sebagaimana dimaksud pada angka 6 huruf b merupakan klaim yang masih dalam proses persetujuan dan klaim yang sudah terjadi namun belum dilaporkan.
8. Liabilitas atas sisa masa pertanggungan sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf b:
a. merupakan pendapatan iuran yang belum diakui sepanjang sisa masa pertanggungan;
b. dihitung berdasarkan standar praktik aktuaria yang berlaku, dengan batasan kontrak atau masa perlindungan 1 (satu) bulan atau sesuai dengan kontrak kerja peserta; dan
c. diukur menggunakan pendekatan alokasi premi (premium allocation approach) tanpa eligibility testing.
9. Dalam hal perhitungan liabilitas atas sisa masa pertanggungan sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf b menghasilkan nilai yang lebih kecil dari nilai kini klaim yang diperkirakan terjadi di masa depan, BPJS Ketenagakerjaan menambahkan cadangan kerugian (loss component) untuk 1 (satu) bulan di dalam perhitungan cadangan teknis.
10. Perhitungan liabilitas atas sisa masa pertanggungan sebagaimana dimaksud pada angka 8 dilakukan dengan mempertimbangkan:
a. biaya operasional (maintenance) selain biaya akuisisi tangguhan dan biaya lainnya;
b. tingkat agregasi kontrak atau perlindungan dalam 1 (satu) grup; dan
c. tidak ada kombinasi kontrak atau perlindungan.
11. Ketentuan mengenai pengelolaan aset dan liabilitas dana jaminan sosial kecelakaan kerja dan dana jaminan sosial kematian berlaku mutatis mutandis bagi pengelolaan aset dan liabilitas dana jaminan sosial kehilangan pekerjaan.
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